
3. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negera Republiklndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf. adan hUrllf b perlu ditetapkan dengan
PeraturanfsupatiBarito Kuala.

b. bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif,
efisien, ekonomis dan akuntabel ..perlu dibuat standar
kegiatanj

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasa1298 ayat(21 Urrdemg-Urrdarigi Nomor 23 Tahun 2014,
Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan
standar ..harga satuan regional sesuai •..dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menimbang

BUPATI BARITO KUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISISSTANDARBELANJA

TAHUNANGGARAN2022

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR 60 TAHUN2021

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

\
\
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun
1945;

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

POKOK
TAHUN

PERATURANBUPATI TENTANG HARGA SATUAN
KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
ANGGARAN2022

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah'un 2004 Nomorl04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);



(1) ASB Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi
SKPDdalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022.

(2)Untuk mempermudah penggunaan formulasi ASB dituangkan bersamaan
dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasa15

(1) Analisis Standar Belanja (ASB)merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja
pada aktivitas / kegiatan.

(2) ASB digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang
efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal4

BABIII
ANALISISSTANDARBELANJA(ASB)

(I) HSPK Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi
SKPDdalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022.

(2) Untuk mempermudah penggunaan formulasi HSPK dituangkan bersamaan
dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

(3)Dalam hal suatu harga komponen kegiatan fisik/rion fisik belum ada dalam
analisa HSPK,maka penyusunan aktivitasJkegiatan baik plafon kegiatan
maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan
yang berlaku.

(4)Formulasi HSPK sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasa13

(1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)merupakan harga komponen kegiatan
fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan.

(2) HSPK digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang
efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasa12

BAB II
HARGASATUANPOKOKKEGIATAN(HSPK)

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
6.. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah

perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran;.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah harga komponen kegiatari

fisik/rion fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen
penyusunannya.

8. Analisis Standar Belanja (ASB)adalah penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas /kegiatan:
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»>Diundangkan di Marabahan
pada ~2:~~al31 Agustus 2021
/:,,~~~:~.;:;~_~~e,,;.;:,_~~~~:~~;~:~
"":"2SE:K~~~PiRIS ..DAERAH

iR;A,BUPATEN'iifARITO KUALA,~, ?[jjji_
\., " '. _""'c I
\:'~"./"?i'l!~J(lf>J.J·)!'1\DI N00 R
BE'RlTb~~g,*ERAHKABUPATENBARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 60

Ditetapkan di Marabahan
<;~::;r7;:·:t)aalatangga131 Agus s 2021

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5

Dalam hal terdapat perubahan atas formulasi HSPK dan .LA...SB sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasa16

BABIV
PENUTUP

(3) Dalam hal suatu Aktivitas /kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka
penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian
belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)Formulasi ASB sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan
Bupati ini.



I I 11.4: 1.1 IBupati/Wakil Bupati/Ketua PPRD/WakilKetua DPRD I UnitfTriwulan 1 1.0;475,000.00 I
I L ! 1.4. 1.2 ISe_!cretari=-::.c~·s-=--=-Dae_==rah==-I'-"E:::.cs:_::_elo=nc::n::___ IL..:u:::nit=·:!__/T.:.:n::·wulan==_jI'-- ~9~;7~4c.:_7~,500~,~00::_::_[1 ___i

I
I

I
I

I

!
i

18;417,061,887.33
22,_8.5q,.o58:,.8.00,00

iI 1.3.8 tlPAKapasitas 40 Ltr/dt! l~H}! rPAKapas1tas 50Ltr/dt

j
1.4. PEMELIlIARAAN

11.4.1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Roda4

I13,944,0.25,868.00

,

I

I Unit
1 Unit
I Unit

I Unit
U:nit
Unit
Unit
Unit
Unit

1.3.7 _IIPA Kapasitas 30 Ltr/dt

--i
!

II

I lL2:18 IBetonmutu sedangfc'= 20 MPa (K..250) M3 2,859,911.041 I
_
!~~ 19 IBeton mutu rendah fc'= 10MpaU'-125)________________ M3 2,233;752,9311 II,

I 11.2.20 Baja Tulangan U 24 Poles -_-_-_:-_-:_-_-_-_~--_-_-::--~-:---:----'-----1-6-::-,Rc-c--7==-6_=_-8_=_5~~-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-~--1r

I
1.2.21 Pasangan Batu 1,265,292.54

_ ,Lapis Pondasi AgregatKelas A utk Pekerjaan Minor 75o.,101.86
I 1Lapis POndasi AgregatKelas B utkFeketjaan Minor 750,10.1.86

I11,3, HSPK !1'fSTALASIPENGOLJUU_" -"_YR
, 11.3.1 IPAKapasitas 1 Ltr/ dt
I 11.3.2 IPAKa_pasitas2.5 Ltr/dt

I 11.3·3 IPA Kapasitas 5 Ltr/dt
, 11.3.4 IPAKapasitas 10 Ltr/dt
11,_ 11 3.5 .!PAKapasitas15Ltrjdt

1.3.6 IIPAKapasitas 20 Ltr/dt

I iLataston Lapis Pondasi (MRS-Base)(gradasi senja..'1g/semisenjang) Ton 2,028,627.61 ,
,- i 1.2.16 IBahananti pengelupasan Ton 35,0.00..0.0. I i

11.2.17 [Betonmutu sedang fc'<zf Mpa(K-3OO) M3 2,966,499.17 J j

I
, Latasir Kelas B (~BnPrOduksi) 2,0.78,148.91

fLatastonLapisAus(rms-wqfgradasi senjang/semi ~ Ton 2,162,268Jl7r r

'I LapisResap Pengikat- Aspal Cair 14,930..29
Lapis Perekat - AsP.8l Cair 15,689.31

-,I LapisPondasiAgregat KelasS 755,333.16
LapisPondasi Agrega_.:_t_:_Ke_las A:______ 754,817,53 I
;LapisPoridasiAgregat KelasB 754,817.53,

/
1 Gorong--gorongPipe:Beton Bertu!ang, diameter dalaui 75 - 85 em 2,20.5,778.71I
I ~ll~2~A~-__ ~==~~~------------------------------------_+-----M3---- 3_3~,09__5_~5_1+1-----------_i

I
, _Ii;!:_-:~:~_~~s:n(KelasC)_ ---------,---t-----:::-:-:~=----+-----5-=!~:c-:::-'-:=::-:;:-:~---::~=-::--1i-:----------11'

.Penyia,panBadan Jalan M2 1,730..20

j 1.1.22 -)Pekerjaaansistempencahayaan l60,{}()().QO,m2
titik11.1.21 j Pekerjaan instalasi listrik

I11.2. HSPK JALAll

I 1.2.1 Mobilisasi 32,910.,000..0.0.
1.2.2 Gorong~gorongPipa Beton Bertulang, diameter 55 - 65 em 1,0.15,928.0.7

bh
bh
m' 10,000.00 IILl.18 IPekeljaan plumb_:_:UtC-"g"---- _

I1.1.19 ~ketjaan pemanasan.ventilasi dan pengondisian udara

m2-
830.,70.2.50. I

,1.1.14 Pelrerjaanpasangan
1 L 1.15 j Pekerjaan Perliridungan suhu dan kelembaban

Sat:.:.an BesazanNo. ! Keterang_Tahun2022Tahun

t~ 1 ~ .__ ~ . L 3_- _~,';. 4 -_~,--- ..--5----1

,I:7I~it~~:;::~~~~~~a~.t~~=~~}
h.t.s _ Pembersihanlafumdanret=~al _ - _ f- m2;_ I~ii07-50! :

j~~ p_eke~aan==;::==---dan~~------------1=---~~I----9:9~rii~I'------------1_-
:1.lJi jPeketjaanStruk-tural dibawah- tanah I m~ i 10,2280,362.69 I

iLL 9 IPekeIjaanRangka ataQ baja ringan + ami> g_entengmetal I m2 I 390.,495.15 I i
[1.1.10 !PekeJjaanRangi{aatapkayukeiasfI+atapgentngmetal m2 I 365,885.151

'Pek">:Ttmn-B-etuu-ar.sitcll.tur 48S;855;-6{} ,

BARGA SATUANPOKOK KEGIATAN
TAHUN Al'IOOARAN 2022

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
NonloF 60 'rabun 2021
Tanggal31 Agustus. 2021


